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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum terhadap pemerian 

grasi berdasarkan sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap 

pemberian grasi oleh Presiden dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian 

dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa 

penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan 

pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-

aturan hukum yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan Pemberian Grasi diatur dalam pasal 14 UUD 1945 

yang berbunyi, Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pasal tersebut 

mencerminkan kekuasaan yang mandiri dan mutlak. Dalam memberikan pengampunan 

Presiden tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara 

yang lain. Kekuasaan ini sangat besar dan Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk 

melakukannya. Pengaturan hukum tentang  grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2002 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.. Undang-Undang 

No. 5 Tahun 2010 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal. Pasal 1 menyebutkan mengenai beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang diubah. Pembatasan 

pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan 

menghindari pengaturan yang diskriminatif.  

  Grasi sendiri merupakan upaya hukum diluar KUHAP. Grasi adalah wewenang 

dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan 

oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merobah sifat atau bentuk 

hukuman itu. Berdasarkan Undang-Undang no 22 tahun 2002 grasi adalah pengampunan 

berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada 

terpidana yang diberikan oleh Presiden. Yang menjadi syarat utama dari pemberian grasi 

menurut Undang-Undang no 22 tahun 2002 adalah adanya putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat hukum adanya pemberian grasi yaitu gugurnya 

melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu 

menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman. 
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PENDAHULUAN 

Kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi perlu memperhatikan pertimbangan 

dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, agar terjalin saling mengawasi dan 

saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal 

pelaksanaan tugas kenegaraan. Sehingga dengan adanya peran serta pertimbangan 

Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, memberikan batasan kepada 

Presiden dalam mengunakan kekuasaannnya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi 

yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. 

Pemberian grasi sebagai bentuk meringankan sanksi hukuman terpidana yang telah 

ditetapkan oleh keputusan hakim pengadilan. Grasi pada awalnya adalah pemberian atas 

kemurahan hati raja atas kekuasaan mutlak yang dimilikinya, namun seiring 

berkembangnya jaman grasi tidak lagi berbentuk seperti itu karena hak istimewa telah 

diberikan kepada pemerintah dan disini menjadi tanggungjawab kepala Negara atau di 

tangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil. Dalam sistem pemerintahan 

presidensiil puncak kepemimpinan baik tugas dan wewenangnya ada di tangan presiden. 

Namun tetap saja ada tugas dan wewenang yang menjadi lingkup pemerintahan dan juga 

kewenangan diluar pemerintahan. 

Kewenangan di luar lingkup pemerintahan tersebut misalnya kewenangan dalam 

bidang yudisial. Kewenangan ini bisa berupa pemberian pengampunan dalam bentuk 

pengurangan sanksi hukuman atau menghapus tuntutan yang berkaitan dengan 

kewenangan pengadilan. 

 

PEMBAHASAN 

Secara teoritis, Hak Prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki 

oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat 

digugat oleh lembaga negara yang lain. UUD 1945 mengatur mengenai Hak Prerogatif 

Presiden dalam beberapa pasal sebagai berikut:  

1. Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;  

2. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945: Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, 

dan perjanjian dengan negara lain;  

3. Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya;  

4. Pasal 13 UUD 1945: Presiden mengangkat duta dan konsul;  

5. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA);  

6. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945: Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);  

7. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 

kehormatan yang di atur UU;  

8. Pasal 17 UUD 1945: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat 

dan di berhentikan oleh presiden. 

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu Negara karena dapat 

meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang 

dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya 



kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Selain itu, adanya kekhilafan 

dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan 

dari saksi yang tidak dapat dipercaya bisa saja terjadi. Grasi dapat dikatakan merupakan 

salah satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan mengatasi resiko tersebut. 

Terkait dengan permohonan Grasi yang belum mendapat penyelesaian yang 

diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi 

diberikan waktu penyelesaian selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Namun, tenggang waktu 2 (dua) tahun 

tersebut ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan semua permohonan Grasi tersebut, 

sehingga penyelesaian Grasi tersebut setelah tanggal 22 Oktober 2004 tidak mempunyai 

landasan hukum. dapat diketahui bahwa Grasi bukanlah salah satu upaya hukum karena 

Grasi lebih tepat dikatakan sebagai hak terpidana untuk dapat meminta pengampunan 

kepada Presiden dengan syarat-syarat tertentu. 

 

KESIMPULAN 

Setiap terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa 

upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP maupun upaya 

hukum diluar KUHAP. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak 

dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Grasi 

sendiri merupakan upaya hukum diluar KUHAP. Grasi adalah wewenang dari kepala 

negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim 

untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merobah sifat atau bentuk hukuman itu. 

Berdasarkan Undang-Undang no 22 tahun 2002 grasi adalah pengampunan berupa 

perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada 

terpidana yang diberikan oleh Presiden. Yang menjadi syarat utama dari pemberian grasi 

menurut Undang-Undang no 22 tahun 2002 adalah adanya putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Akibat hukum adanya pemberian grasi yaitu gugurnya 

melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu 

menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman. 
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